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Abstrak

Pelayanan pikiak imigrasi terhadap pembuatan Surat Pas Lintas batas di- Desa Jasa yang masih lambat,jarak tempuh
Instansi yang jauh, serta. pelayanan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan
menganalisis standar pelayanan dan pencapaian tujuan dalam pembuatan surat pas lintas batas:Teori yang digunakan
menurut Sinambela dalam pelayanan yaitu memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan prima yang tercermin dari : Transparan,Akuntabilitas, Kondisional,partisipatif. Metode penelitian yang
digunakan adalah:penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
pelayanan masih belum memenuhi kriteria Transparan,.Sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara.pelayanan public
untuk meningkatkan kualitas transparansi. Akuntabilitas-kinerja pelayanan public, dilihat berdasarkan proses yang
meliputi tingkat ketelitian,profesionalitas petugas, kelengkapan sarana prasarana, kejelasan aturan,skedisiplinan.
Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan.dengan tetap
berpegang teguh pada prinsip. Partisipatif yaitu pelayanan yang i[dapat mendorong peran serta masyarakat demgan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat instansi yang masih jauh dalam pembuatan surat pas
lintas batas, pelayanan yang lambat, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya
untuk: menuju pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan yang ditetntukan oleh pemerintah; pusat
khususnya dalam Pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan maka dari berbagai pihak haruslah sama-sama
memiliki hati nurani untuk mentaati peraturan yang berlaku. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelayanan
pembuatan surat pas lintas batas harus lebih: Transparan,Melakukan kerjasama dengan masyarakat perbatasan
dengan hukum dan mengajak masayarakat untuk saling mematuhi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di
masyarakat khusunya masyarakat perbatasan sehingga bisa memenuhi~kebutuhan masyarakat dalam waktu yang
efisien.

Kata kunci: Penyelenggaraan pelayanan, Pembuatan Surat Pas Lintas Batas

THE IMPLEMENTATION OF MAKING CROSS-BORDER TRAVEL DOCUMENT OF
IMMIGRATION SERVICESAT JASA VILLAGE, KETUNGAUHULU
SUB-DISTRICT, SINTANG REGENCY

ADbstract

The slow service of the immigration officer towards the making of cross-border travel document at Jasa village, far
millage of institute and the given service which is not optimal. The aim of this research is to describe and analyze the
standard of service and the attainment of goal of making cross-border travel document. Theory used according to
Sinambela, in a service should satisfy the society. To attain the satisfaction, it is required the quality of superfine
service which is reflected from : transparent, accountability, Conditioning, Participatory. Method used in this
research is descriptive study with qualitative approach. The result of this research showed that in the service, it till
did not acquire the transparent criteria, as the reference for all the implementer of public service to improve the
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quality of transparent. Accountability of public service, identified base on the process covers the level of accuracy,
officers’ professionalism, completeness of facilities and infrastructures, clarity of regulation and discipline.
Conditional of service which is appropriate with the condition and skill of the giver and receiver of service hold on
principal. Participatory is the service which can support the role of society which pays attention to aspiration, the
need and hope of society ingtitute which is till far from real toward the making of cross-border travel document, the
slow service, so that they complicated the society in acquiring the administration needs to come to well responsibility
that is appropriate with the rule determined by the government in terms of service, supervision as well as inspection.
So that, all involved sides must cooperatively obey the regulation. Researcher’s suggestion base from the result of
the research is the service of making cross-border travel document must be more transparent, implementing a
cooperation with the society of border and law and countiiag the society in for getting along to obey and defend the
safety as well as neatness in society, especially.border society,so that it can meet the need of society in efficient

way.

Keywords: Service implementation, The Making of cross-border travel document

A. PENDAHULUAN Berkaitan dengan perjaanan‘manusia

daam melakukan perlintasan antar Negara

Batas. Negara Terpadu Entikong.
Kepaa Badan
Perbatasan - Republik  Indonesia Peraturan
Pengelola,Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Masterplan Pos Lintas.

Nasiona Pengelola

Globalisasi yang terjadi hingga saat
ini telah membawa pengaruh yang sangat
signifikan terhadap arus mobilitas manusia
antarnegara, sehingga menyebabkan
pergerakan’ymanusia antar Negara tidak
dapat terhindarkan lagi dan Jmenimbulkan
pandangan negara tanpa batas (bordless
world). Globalisas yang telah mendunia ini
juga menjadi sebab bagi Pertumbuhan-dan
perkembangan perekonomian global
sehingga meningkatkan perjalanan manusia
baik melalui darat, laut, dan udara untuk
berbaga kepantingan baik di tingkat

domestik maupun internasional.
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yang terjadi terus-menerus;maka peran dari
birokrasi pemerintahan sanget' dibutuhkan
guna menjaga kedaulatan suaturhegara atas
wilayahnya. Pada dasarnya birokras adalah
keseluruhan organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas negara dalam
dibawah

departemen dan lembaga non-departemen,

berbagai unit orga nisas

baik ditingkat pusat maupun daerah seperti
Provins,” Kabupaten, Kecamatan bahkan
pada tingkat Kelurahan/Desa.

Dalam ha ini jbirokras yang
dimaksud adalah__.Direktorat Jenderal
imigrasi, yang memiliki hak dan wewenang
untuk mengatur lalu-lintas orang yang akan
masuk ataupun keluar wilayah negara
Republik Indonesia dan bahkan memberikan
izin tinggal untuk jangka waktu tertentu.

Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk
2
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mengatur lalu lintas orang yang akan keluar
ataupun masuk wilayah negara Republik
Indonesia serta memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan suatu dokumen yang telah
disepakati secara  universal  sebagai
instrumen yang digunakan oleh orang-orang
yang akan melakukan perjalanan™ antar
negara. Selanjutnya dokumentersebut diberi
nama Surat Perjalanan pas lintas_ batas
(SPPLB) atau Pasport Republik Indonesia.
Surat” Perjalanan: Pas lintas batas
(SPPLB) adalah®sdekumen resmi ‘yang
memuat identitas pemegangnya, yang
berlaku dan==dikeluarkan oleh ‘Kantor
Imigras yang ada di wilayah perbatasan
lewat jalan darat indonesia. Surat Perjalanan
Pas Lintas‘Batas (SPPLB) berfungsi sebagai
bukti domisili seseorang yang menunjukkan
kewarganegaraannya di wilayah negara lain.
Oleh karena pentingnya Surat Perjalanan Pas
Lintas Batas (SPPLB) dalam menjaga
kedaulatan. suatu Negara dan juga
memberikanirasa aman bagi-warganegaranya
yang melakukan lalu lintas fantar, negara,
maka Kantor Imigras dalam mengeluarkan
Surat Perjalanan Pas™lintas Batas(SPPLB)
dituntut untuk memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat yang akan
melakukan pengurusan Surat Perjalanan Pas
Lintas Batas (SPPLB) Pelayanan publik
merupakan salah satu persoalan yang cukup
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aktua daam kagian birokrasi, karena
pel aksanaannya merupakan cerminan kinerja

birokrasi secara umum.

B. TINJAUANPUSTAKA

1. Konsep Pelayanan publik

Lewis dan Gilman (2005:22)
mendefiniskan pelayanan publik sebagai
berikut: Pelayanan publik adalah
kepercayaan publik. Warga negara berharap
pelayanan publik dapat melayani dengan
kgujuran dan  pengelolaan  sumber
penghasilan secara tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pelayanan publik yang adil dan dapat
dipertanggung-jawabkan
publik.Dibutuhkan  etika
pelayanan publik  sebagai

menghasilkan
kepercayaan
pilar  dan
kepercayaan publik sebagai dasar untuk
mewujudkan pemerintah yang baik.
Sinambela (2010, hal
teoritis stujuan. pelayanan publik pada

7 6), secara

dasarny adalah memuaskan masyarakat.

Untuk mencapai..sk€puasan itu dituntut

kualitas pelayanan prima yang tercermin

dari:

a. Transparan: Pelayanan yang bersifat
terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan
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disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas. Pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional: Pelayanan yang sesua
dengan kondisi dan kemampuan.pemberi
dan penerima pelayanan™ dengan tetap
berpegang pada .prinsip efisiensi  dan
efektivitas.

d. Partisipatif: Pelayanan yang. dapat

mendorong peran Serta masyarakat dalam

penyelenggareaan  pelayanan  publik
aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

dengan memperhatikan

Gambar 1.1
Alur Pikir Pendlitian

Kepaa Badan Nasiona  Pengelola
Perbatasan Republik Indonesia Peraturan
Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Masterplan Pos Lintas Batas
Negara Terpadu Entikong.
—_ [
1. Instanss yang masih jauh dalam
pembuatan surat pas lintas batas
2. Pelayanan yang lambat dalam
pembuatan surat pas lintas batas.
3. Pelaksanaan perpanjangan SPLB.
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[ 1
Pelayanan publik
1. Transparan
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
— T

Terciptanya keamanan dalam keluar
masuk antar Negara yang terdapat DiDesa
Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti 1akukan
ini merupakan jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif.Lokasi yang
menjadi tempat penelitian adalah di desa
Jasa kecamatan ketungau hulu kabupaten
sintang Waktu yang digunakan untuk
menyusun skripsi ini dari pengajuanjudul,
konsultasi, hingga penelitian dimulai pada
September 2015 . hingga februari 2016.
Subjek ‘dari _penelitian ini adalah kantor
imigrasi entikong dan Desa jasa kecamatan
ketungau. Instrumen utamadalam penelitian
ini adalah peneliti=sendiri dibantu dengan
dat bantu penelitian berupa tape recorder
atau handycam. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data berupa observasi, wawancara dan

dokumentasi.Untuk  mengandisis data,
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peneliti menggunakan teknik analisis data
Miles dan Huberman dalam Silaahi
(2012:339) vyaitu reduks data, penyagjian
data, dan penarikan kesimpulan. Agar data
yang peneliti dapat teruji keabsahannya
maka dari itu peneliti menggunakan cara
triangulasi data. Peneliti menggunakan
triangulasi sumber yaitu mencari data dari
sumber yang beragam yang masih terkait
satu sama lain.dan triangulasi teknik yaitu
mengecek data kepadassumber yang sama
dengansteknik yang:berbeda.

D. HASIL_ DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan
dalam pelayanan public pendliti
menggunakan  teori
Sinambela (2010, hal
tujuan pelayanan publik pada dasarny.adalah

pelayanan  public

. 6), secara teoritis

memuaskan masyarakat.. Untuk mencapal

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan

primayang tereermin dari :

1. Transparan: ;Pelayanan yang bersifat
terbuka, mudah dan-dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

2. Akuntabilitas. Pelayanan yang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Kondisiona: Pelayanan yang sesuai
dengan kondiss dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatife_ Pelayanan yang dapat
mendorong peran. serta masyarakat
dalam © penyelenggaraan  pelayanan

publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan dan haragpan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan
pembuatan surat pas lintas batas oleh pihak
imigrasi di Desa Jasa kecamatan ketungau
hulu.

Dalam peraturan menteri. keuangan
Nomor 188 /PMK.04/2010 dadam BAB |
ketentuan umum Pasal 1 ayat 13
menyebutkan bahwa kartu pas lintas batas
yang selanjutnya disebut dengan PLB adalah
kartu yang dikeluarkan oleh kanter imigrasi
yang membawahi_pos pemeriksaan lintas
batas yang diberikan kepada pelintas batas
setelah  memenuhi  persyaratan tertentu.
Transparansi Pembwatan Surat Pas lintas
batas

Maksud di tetapkan petunjuk teknis
ini adalah sebagal acuan bagi seluruh
penyelenggara pelayanan public  untuk
meningkatkan kualitas transparans dan
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akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan di
tetapkan teknis ini adalah untuk memberikan
kegelasan bagi seluruh  penyelenggara
pelayanan public yang dilaksanakan oleh
aparatur pemerintah dalam berbagai sector
pelayanan terutama yang menyangkut
pemenuhan hak sipil dan kebutuahan dasar
masyarakat.

Transparansi_.Pembuatan_ Surat Pas
lintas batas Meaksud di_tetapkanpetunjuk
teknis ini adalah sebagai-acuan bagi.seluruh
penyelenggara pelayanan public untuk
meningkatkan "=kualitas transparans dan
akuntabilitas'pelayanan, sementara tujuan di
tetapkan teknis ini adalah untuk memberikan
kgelasan bagi seluruh  penyelenggara
pelayanai™spublic yang dilaksanakan oleh
aparatur pemerintah dalam berbagal sector
pelayanan terutama yang menyangkut
pemenuhan hak sipil dan kebutuahan dasar
masyarakat. Kinerjanya masih jauh dari
yang diharapkan hal ini .dapat dilihat antara
lain dari banyaknya pengaduan dan keluhan
dari masyarakat dan duniamusaha,  bak
melalui surat pembaca maupun  media
pengaduan lainnya, ™ seperti  menyangkut
prosedur dan mekanisme kerja pelayanan
yang berbelit-belit, tidak
kurangnya akomodatif, dan terbatasnya

transparan,

fasilitas,sarana, dan prasarana sehingga tidak
menjamin  kepastian. Buruknya kinerja
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pelayanan public ni antara lain dikarenakan
belum terlaksananya transparansi dan
akuntabilitas setiap unit instansi pemerintah
kualitas kinerja pelayanan public belum
memiliki impikass yang luas dalam

mencapal kesejahteraan masyarakat.
Kecamatan entikong yang dalam hal ini
sebagal pelaksana dan tempat pelayanan
publicyang langsung bersinggungan dengan
masyarakat ‘prinsip-prinsip akuntabilitas dan
transparan.

Transparan harus dibangun®. dalam
rangka kebebasan airan  informas,
transparans  memaparkan -prinsip  yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiep
orang untuk memperoleh infermas tentang
penyelenggaraan pemerintah dalam
pembuatan surat pas lintas batas yakni
informasi, tentang pelayanan, proses
pembuatan, dan pelaksanaan dan hasil-hasi|
yang dicapai. Transparanss memaparkan
upaya menciptakan timbal baliik antara
pemerintah _dan._ . masyarakat melaui
penyediaan finformasi yang akurat dan
memadal. Yang menjadii indicator untuk
mengukur transparansi ini  antara lain:
Mmangemen dan penyelenggaraan pelayanan
public, prosedur pelayanan, persyaratan
teknis dan administrative pelayanan,rincian
biaya pelayanan, waktu penyelesaian

pelayanan, pegabat yang berwenang dan
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bertanggungjawab,|okasi pelayanan,janji

pelayanan, standar pelayanan public,
informasi pelayanan

Akuntabilitas bearti para
pengambilan keputusan dalam sector public,
Swasta, dan masyarakat memiliki
pertanggungjawaban (akuntabilitas)=kepada
public ataupun masyarakat-umum indicator
atau mengukur akuntabilitas anatara lain:
akuntabilitas kinerja pelayanan® public,
dilihat berdasarkan preses yang meliputi
tingkats ketelitianjpréfesionalitas  petugas,
kelengkapan Sarana prasarana, keelasan
aturan, kedisiplinan. Akuntabilitas. biaya
pelayanan public, dipunggut sesuai dengan
ketentuan perundang-undang yang telah
ditetapkan:

Kondisional yaitu pelayanan yang
sesual dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan
tetap berpegang teguh pada ..prinsip
efektivitas, kesepakatan yang sesua dengan
kemampuan: mereka masing-masing, dalam
mel aksanakan pelayanan nantinya juga.perlu
dipertimbangkan‘situas dan kondis kedua
belah pihak yang pasti"memiliki keterbatasan
kemudian hal tersebut telah dipertimbangkan
dan dicari jaan keluarnya dalam
kesepakatan itu.
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Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat
mendorong peran serta masyarakat dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapanmasyarakat. Aspirasi masyarakat
dapat diwujudkan dimulai dari proses
kesepakatan dalam pembuatan surat pas
lintas“=batas, sebagaimana yang telah
dijelaskan didalan hal proses pembuatan
surat o pas lintas.,_ Dbatas
masyarakatadalah salah satu_ pihak penting

yang harus ikut serta dalam™pembuatan

tentunya

kesepakatan, karena® ha ini akan
menyangkut hak dan asasi mereka dalam
proses 'pelaksanaan pelayanan. Masyarakat
menjadi tujuan utama selain itu proses
pengawasan proses pelaksanaan pembuatan
surat pas lintas batas, masyarakat ‘jga
memegang peran penting apabila ditemukan
kejanggalan dalam pelaksana yang mungkin
bertentangan dengan kesepakatan yang telah
di adakan dalam dokumen, maka masyarakat
dapat  menggunakan  haknya  untuk
melakukan complain.

Berdasarkan indormasi dari informan
masyarakat setempat mengatakan:
“waktunya sangat.lama dalam pembuatan
surat pas lintas batas pelayanan petugasnya
lebih ke nepotisme kalau keluarganya cepat
dikerjakan ataupun dijadikan,kalau orang
lain perlu waktu untuk menunggu”. (

wawancara 29 November 2015).
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Berdasarkan informasi yang ada
dilapangan, waktu pelayanan  hanya
membutuhkan 5 menit sgja,ini waktu dalam
pemeriksaan SPLB  yang melanggar
peraturan dan ketentuan akan dilihat apabila
setelah  melakukan pemeriksaan  dipos
penjagaan perbatasan desa jasa.

Berdasarkan informasi dari informan

kasubbag imigrasi Entikong mengatakan :
*“ berita acara-pemeriksaan 5 menit bisa
selesai, kadang-kadang untuk
menjelaskanya yang " membutuhkan waktu
lama. Untuk isidata.Menjelaskannya kalau
yang lanncarsindak banyak Tanya ndak
lama.Paling dikasik duit jak setelah itu
udah’.( wawancara 22 VVovember 2015).

Dilihat dari waktu yang demikian
maka, dapat dikatakan bahwa penggunaan
waktu sudah baik.Dilihat dari yang
melanggar maupun yang tidak melanggar
diberikan waktu penanganan tidak melebihi
waktu yang telah ditetapkan. Adapun ketika
pelanggar sampai keberita acara
pemeriksaan pelanggaran lalw lintas, ada
perpanjangan  Wwaktu yang merupakan
kesepakatan antara petugas dan pengemudi
atau pengussha angkutan barang, yang
melakukan negoisasi mengenai sanks yang
akan diberikan sehingga waktu yang
diberikan akan melebini  waktu yang

ditentukan. Namun hal ini tidak berpengaruh
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terhadap waktu pelayanan yang telah
ditentukan, karena perpanjangan waktu ini
merupakan kesepakatan bersama.

Untuk menuju pertanggungjawaban
yang baik sesuai dengan peraturan yang
ditetntukan oleh pemerintah pusat khususnya
dalam™=Pelayanan, pengawasan maupun
pemeriksaan “maka dari berbaga pihak
harusah sama-sama “memiliki hati nurani
untuk “mentaati , peraturan-_yang berlaku
bukan malah melakukan negoisasi demi
kepentingan pribadinya bagi masyarakat
maupun petugasnya

Untuk  melakukan
sebagaimana  "hasil dalam

pertanggung-
jawaban
wawancara dengan Along Sthardi sebagai
kepada Desa berikut:

“Sebagai kepala Desa, di Desa jasa saya
bertanggungjawab dalam pembuatan | surat
pas lintas batas, namun masih adapula
masyarakat yang mengeluh dalam proses
pelayanan pembuatan yang memakan waktu
cukup lama,_semua dikarenakan fasilitas
listrik yang hanya ada dimalam hari dalam
melakukan  pekerjaan print persyaratan
dalam membuat_temblisan surat pas lintas
batas di Desa jasa”.

(Hasil wawancara dengan kepala desa jasa
kecamatan ketungau hulu 29 November
2015).
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Pertanggungjawaban dari kepala kantor
imigrasi  perbatasan entikong Sihotang juga
menyampaikan pendapat sebagai berikut:
“Saya sebagai kepala pimpinan kantor
imigrasi perbatasan entikong juga ikut serta
dalam mengeluarkan surat jalan pas lintas
batas yang masyarakat minta.~Setelah
memnuhi  persyaratan yang sudah ada
tembusan dari kepala“desa,serta camat dan
memiliki data_yang akurat ;sehingga bisa
meyakinkan“pihak imigras untuk membuat
ataupun mengeluarkan surat jalan pas lintas
batas”.

(hasil wawancara dengan kepala pimpinan
imigrasi perbatasan entikong 22 November
2015).

E. KESIMPULAN

1. Transparans
Pembuatan surat pas lintas batasDari
penjelasan di atas—-dapat  ditarik
kesimpulan bahwa perbatasan Indonesia
menjadi penting dijaga dan dibangun
karena terdapat Hanyak potensi-potensi
keuntungan dan kerugian.

2. Akuntabilitas
Pembuatan surat pas lintas batas
Minimnya fasilitas serta peralatan yang
dimiliki petugas diperbatasan
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menyebabkan belum optimalnya kinerja
petugas perbatasan. Tidak adanya
kepatuhan masyarakat yang bertindak
sesuka hatinya untuk daerah perbatasan
jasa entikong, sehingga menyebabkan
terjadinya penyal ahgunaan PLB
dijadikan sebagai alat untuk memasukan
barang darisMalaysia.

Kendisional

pembuatan surat pas lintas bataswWilayah
perbatasan “memiliki sumber daya
manusia didalamnya, hal ‘tersebut
menandakan pentingnya regulasi yang
khusus bagi masyarakat: perbatasan,
dimana  memerlukan mekanisme
pengawasan yang dilakukan aleh
negara, dan negara seharusnya lebih
berhati - hati dalam melakukan
pengawasan dalam perbatasan
disebabkan ruang lingkup geografis
diperbatasan sangat sulit terdapat daerah
perbatasan yang terpencil dan'berada di
daerah batas kewenangan teritorial.
Partisi patif

Pembuatan surat pas lintas batas
Partisipatif yaitu“pelayanan yang dapat
mendorong peran serta masyarakat
dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan  harapanmasyarakat.
Aspirasi masyarakat dapat diwujudkan
dimulai dari proses kesepakatan dalam
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pembuatan surat pas lintas batas,
sebagaimana yang telah dijelaskan
didalam hal proses pembuatan surat pas
lintas batas tentunya masyarakatadal ah
salah satu pihak penting yang harus ikut
serta dadam pembuatan kesepakatan,
karena hal ini akan menyangkut-iak dan
asas mereka dalam proses pelaksanaan

pelayanan.

F. SARAN

Menuruts, penulis harus dilakukan
tindakan berupaipencegahan dan penindakan
adapun yang penulis maksud dengan
pencegahan adalah :

Melakukan
masyarakat perbatasan dengan hukum dan

kerjasama  dengan

mengajak masayarakat untuk saling bahu —
membahu dalam menjaga keamanan dan
ketertiban  di

masyarakat  khusunya

masyarakat perbatasan.Meresmikan
perbatasan ‘entikong, sebagai _jalur resmi
lintas batasy antara Malaysia,. dan
Indonesia.Melakukan registrasi dan
identifikasi  barang™yang__dibawa oleh
masyarakat baik yang berasa dari Malaysia

maupun Indonesia.
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